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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mewujudkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang 

adalah tujuan utama sebuah hukum. Kesadaran moral masyarakat harus 

menentukan isi hukum. Setiap orang berinteraksi dengan orang atau 

kelompok lain. Aturan, adat istiadati atau norma yang berlaku di masyarakat 

selalu menentukan bagaimana orang memperlakukan satu sama lain. Hukum 

adalah istilah yang menggambarkan aturan dalam sebuah sistem yang 

didasarkan pada kontrak sosial.1   

Sekitar 3000 tahun yang lalu, filsuf Marcus Tullius Cicero 

mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, dii 

mana ada masyarakat, hukum yang kita bicarakan bukanlah hukum yang 

dibuat oleh pembuat undang-undang, melainkan hukum yang ada di 

masyarakat itu sendiri.2 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasalii 1 ayat (3) Undang-Undangi 

Dasari 1945, kalimat tersebut berbunyi: "Negara Indonesiai adalah negara 

hukum", Hal inii menunjukkan bahwa segala sesuatu harus berlandaskan 

pada hukum Republik Indonesia, di mana segala tindakan harus 

berlandaskan pada hukum. Itu juga berlaku untuk keluarga. Sebagaimana 

diatur dalam Pasal 36 Undang-undangi Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

 
1 Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Setara Press, 2016) hlm. 13. 
2 Irzan, Azas Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar, bagian pertama (Jakarta: LPU-

Unas, cet. ke-3, 2020) hlm. 3 



2 

 

 

 

Asasi Manusia, Kesejahteraan keluarga merupakan hak asasii yang paling 

penting atau hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang berhak untuk memilikii hak milik, baik sendiri maupun 

bersama-samai dengan orang lain, guna membangun dirinya sendiri, 

keluarganya, bangsanya, dan masyarakatnya dengani cara yang tidak 

melanggar hukum.” 

Namun, dalam hukum saat ini, setiap orang adalah subjek hukum. 

(rechtpersoonlijkheid) sesuai dengan Kitabi Undang-Undang Hukum 

Perdata. Sebagai negara konstitusional, Republik Indonesiai mengakui 

setiap individu sebagai subjek hukum yang memilikii hak dan kewajiban. 

Berdasarkan Pasali 27 Ayat 1i Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahuni 1945, “Setiap warga negarai memiliki hak yang sama di 

hadapan hukum.” Namun, hukum tidak mengizinkan semua badan hukum 

untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kemampuan untuk melakukan 

tindakan hukum dengan konsekuensi hukumi penuh disebut sebagai 

kecakapan bertindak. Hukum tidak secara tegas mengatur kecakapan untuk 

bertindak.3 

Setiap tindakani hukumi yang dilakukani olehi orang yang tidaki 

cakap hukumi (onbekwaam) adalah tidak sah, karena tidak memenuhi 

persyaratan ihukum, sehingga hakimi dapat meminta agari tindakan tersebut 

dikesampingkan (vernietigbaar). Kepentingani orang yang tidak mampu 

diurus oleh orangi yang mewakilinya, sedangkan kepentingan orang dewasa 

 
3 Irzan, Azas Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar, bagian pertama (Jakarta: LPU-

Unas, cet. ke-3, 2020) hlm. 136 
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yang berada di bawah pengampuan diurusi oleh pengampunya, yang diatur 

dalam pasal 433i Kitabi Undang-Undang Hukumi Perdata. 

Berdasarkan ketetapan tertulis di Kitabi Undang-undang Hukum 

Perdatai kecakapan melakukan perbuatan hukum terbagi menjadi 2 

golongan, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kecakapani 

khusus meliputi kemampuani untuki kawin bagii laki-lakii pada usia 18i 

tahun dan bagii wanita pada usiai 15 tahun, sebagaimana telah ditegaskan 

dalam pasal 29 Kitab Undang-Undangi Hukumi Perdata. 

Sementara itu kecakapan yang bersifat umum adalah kecakapan untuk 

dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya kecakapan untuk membuat 

perjanjian yang diatur dalam pasali 1320 Kitabi Undang-Undang Hukum 

Perdatai tentang syarat sahi perjanjian/kontrak. 

Kecakapan hukum umum adalah kemampuan untuk melakukan 

tindakan hukum, misalnya kemampuan untuk membuat kontrak 

sebagaimana diaturi dalami Pasal 1320 Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdata tentang syarati sahnyai perjanjian/kontrak. 

Undang-undangi hanya mengaturi siapa saja yang dinyatakan tidak 

cakap hukum dalam Pasali 1330i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata. 

yang disebutkan adalah : 

1. anaki yang belum dewasa; 

2. orang yang ditaruh dii bawah pengampuan; 
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3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yangi ditentukan 

undang-undangi dan pada umumnya semua orang yang oleh 

undang-undang dilarang untuk membuati persetujuan tertentu. 

Pengampuani (curatele), yang termasuk dalam lingkup hukum 

keluarga, adalah upaya hukum untuki menempatkan orang dewasa dalam 

posisi yang sama dengan anak dii bawah umur. Perwalian pada dasarnya 

adalah bentuk perwaliani khusus yang ditujukan untuk orangi dewasa yang 

karena suatu alasan (kondisi mental atau fisik atau kurangnya kapasitas) 

tidak dapat bertindaki secara bebas. 

Menurut pendapat Wirjono Projodikuro, bahwa seorang wali atau 

kurator ditunjuk untuk orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya 

sendiri dan mengelolai harta kekayaannya dani yang dapat melakukan 

tindakan-tindakan tersebut. Ketentuan mengenai orang yang berada di 

bawah pengampuan diatur lebih lanjut dalam Pasal 433i KUH Perdata: 

“Orang dewasa yang berada dalam kondisi dungu, gila, atau mata 

gelapi harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun ia kadang-

kadang mampu menggunakan pikirannya. Orangi dewasa juga dapat 

ditempatkan di bawah pengampuan untuk menghilangkani ingatan..” 

Menurut ketentuan ini, seseorang yang berada di bawah pengampuan 

adalah individu yang mengalami gangguan jiwa. Meskipun secara dasar, 

seseorang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas hukum 

untuk melakukan semua tindakan hukum, karena memenuhi persyaratan 

usia yang diperlukan. Namun, orang dewasa yang mengalami gangguan 
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jiwa, sesuai dengan Pasal 433i Kitab Undang-undangi Hukum Perdata, 

diharuskan berada di bawah pengampuan. 

Orang dengan gangguan jiwa dianggap tidaki cakap secara hukum dan 

harus diwakilii oleh ipengampunya. Permohonan pengampuan untuk orang 

dengan gangguan jiwa dapat diajukan oleh keluargai orang dengan 

gangguan jiwa ke pengadilani yang wilayah hukumnya meliputii tempat 

tinggal orang yang mengajukan permohonan pengampuan. 

Pihak yang berhak memintai dan dapat dii tetapkan sebagai pemegang 

hak pengampuan, berdasarkan pasali 434i Kitabi Undang-undang Hukumi 

Perdata, yangi berbunyi : 

“Setiap keluargai sedarah berhaki meminta ipengampuan seorang 

keluargai isedarahnya, berdasar atasi keadaannya dungu, sakiti otak atau 

mata gelap.  

Berdasarkan iatas ikeborosannya, pengampuan hanya boleh diminta 

oleh parai keluarga sedarahnya dalam garisi lurus dani oleh para keluarga 

semendanyai dalam igaris menyimpang sampaii dengani derajat kei empat. 

Dalam hali yang satui dan yangi lain, seorang isuami atau istri iboleh 

meminta ipengampuan akan istrii atau isuaminya.  

Barangsiapa, ikarena kelemahan ikekuatan akalnya, imerasa tak cakap  

mengurus ikepentingan-kepentingan idiri sendiri isebaik-baiknya, 

diperbolehkani meminta pengampuani bagi diri sendiri.” 

Pengampuan tidak secara otomatis diberlakukan, melainkan selalu 

bergantung pada permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri. Dalam 

proses ini, bukti dan saksi-saksi yang dapat mengonfirmasi alasan untuk 

menempatkan seseorang dii bawah pengampuan akan dicantumkan. 

Pengadilan negeri akan imendengarkan keterangani saksi dan anggota 

keluarga idari individui yang akani dijadikan orangi yang berada dii bawahi 

pengampuan, idan iakhirnya mendengarkan pendapat darii orang tersebut 
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sendiri. Jikai hakimi menganggap iperlu, ia dapati menunjuki pengampu 

sementarai untuki menjagai kepentingani orang itersebut iselamai prosesi 

penyelidikan. 

Terhadapi orangi yang isudah ikawin, pengampunyai harusi idiangkat 

suami iatau iisterinya, kecualii adai hal-hal pentingi yangi tidaki 

mengizinkan pengangkatani itu. Dalami putusani ihakim, selalu ditetapakan 

bahwai pengawasani atasi pengampuan (curatele)i itu idiserahkan kepada 

Balai Harta Peninggalan (Weeskamer). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkani uraian ipada latari belakangi masalah dii atas maka 

perumusani masalahi dalami penelitiani inii adalah:  

1. Apakah suami memilikii kewenangan iuntuk imenjual iharta iBersama 

idengan istri yang berada dibawah pengampuan ? 

2. Bagaimana pendapat pengadilan atas kewenangan suami menjual harta 

bersama ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuani darii penulisan skripsi inii adalahi untuk : 

1. Mengetahuii hak perdata apai saja yang dimiliki orang dalam 

pengampuan. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penetapan dalam peradilan 

perdata bagi orang dalam pengampuan menurut pasal 1330 iKitab 

Undang-undangi Hukumi iPerdata itentang isyarat isah isuatu 

iperjanjian/kontrak. 
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3. Untuk mengetahui status hukum terhadap suami yang mengampu 

istrinya yang dalam keadaan sakit mental menuruti pasal i433 iKitab 

Undang-undangi Hukumi Perdatai tentangi pengampuan. 

D. Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah pengembangan ilmu hukum perdata mengenai 

pengampuan. 

b. Sebagaii bahani informasi iatau ireferensi ibagi ikalangan 

akademisii dan icalon ipeneliti iyang akan melakukan ipenelitian 

lanjutan itentang ipengampuan. 

2. Manfaat Praktis :  

a. Sebagai bahan masukan bagi ahli hukum yang ingin meneliti isu 

hukum terkait pengampuan. 

b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses masyarakat 

yang ingin melakukan proses pengampuan.  

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya 

dalam penetapan pengampuan terhadap orang dalam penyakit 

mental. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangkai teori adalah isuatu igambaran iatau irencana iyang isinya 

mengenai ipenjelasan darii semua ihal iyang idijadikan bahan ipenelitian 

berlandaskani hasili penelitiani yang dilakukan. Fungsi utama yang paling 

dasar adalah untuk menentukan dan menetapkan sejenis istilah-istilah atau 

glosarium yang paling berhubungan dengan penelitian. Bagian ini 

mempelajari seluruh makna dan istilah dengan intensitas muncul paling 

tinggi. Tujuannya sebagai klarifikasi beberapa teori yang dipakai peneliti 

untuk mengatasi masalah yang muncul saat penelitian.  

Teori Kepastian Hukum 

Secarai normatif, ikepastian hukum idapati diartikan sebagaii 

peraturan perundang-undangan yangi dibuat dan diundangkani secara pasti. 

Hali ini dikarenakan ikepastian ihukum dapat mengatur isecara jelas dan 

ilogis sehingga itidak itimbul ikeraguan ketika iterjadi multitafsir. Dengan 

demikian, itidak iakan iberbenturan dengan inorma-norma yang iada di 

masyarakati dan menimbulkani konflik. 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, 

didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti 

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, 

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih 

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. teori kepastian 

hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa 

kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan 
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keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan 

maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang 

siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang 

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu 

tindakan hukum tertentu.4 

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk 

dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta 

tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan 

hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, 

dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat 

mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh 

negara terhadap seorang individu. 

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan 

hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai 

dengan aturan hukum. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Penetapan 

Penetapan, menuruti Kamus Besar iBahasa iIndonesia, iadalah proses, 

cara, iperbuatan imenetapkan; ipenentuan; ipengangkatan (jabatan dan 

sebagainya); iperwujudan. iMenurut ipendapat iEggens iyang idikutip ioleh 

 
4 https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 01 

Desember 2022 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
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R. Soepomo, ikebenaran iyang dicarii adalah ikebenaran irelatif, iyaitu 

kebenaran ihubungan itimbal ibalik iantara idua ipihak iyang iberperkara 

sebagaimana iyang iakan iberlaku idalam iproses dan iakan berlaku 

berdasarkan iproses imaupun iberdasarkan iputusan ihakim, iberdasarkan 

cara ikedua ipihak yang iberperkara iitu imembentuk ihubungannya idalam 

proses. 

Oleh karena iitu, putusan ihakim iharus imempertimbangkan 

pertimbangan ihukum iagar isetiap iorang idapat imenilai iapakah iputusan 

yang idijatuhkan icukup iberalasan isecara iobyektif atau itidak. iSelain itu, 

pertimbangan ihakim ijuga ipenting iuntuk idijadikan ipengingat idalam 

upaya ihukum ibanding idan ikasasi. 

Semuai keputusan iatau iputusan ipengadilan iharus imencantumkan 

alasan idan idasar iputusan, iserta ipasal-pasal ihukum itertentu iyang 

berkaitan idengan ikasus iyang idiputuskan iatau ididasarkan ipada ihukum 

tidak itertulis, ihukum ikasus iatau idoktrin ihukum. Oleh ikarena iitu, 

ihakim memiliki imandat ihukum iuntuk imeneliti, imenemukan, 

imengikuti, idan memahami ihukum idan inilai-nilai ihukum iyang iberlaku 

idi imasyarakat. 

2. Pengampuan 

Terdapat ketentuani Pasal i1330 iKitab iUndang-undang iHukum 

iPerdata itentang isiapa isaja iyang itidak icakap iuntuk imelakukan 

iperbuatan ihukum atau ijuga imelakukan iperjanjian, yang berisi : 
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1. Anaki yang ibelum idewasa; 

2. Orangi yang iditaruh idi ibawah ipengampuan; 

3. Perempuan yang telah ikawin idalam ihal-hal iyang iditentukan 

undang-undang idan ipada iumumnya isemua iorang iyang oleh 

undang-undang idilarang iuntuk membuat persetujuan tertentu. 

Ayat ke-2 dalam Pasali 1330i Kitab iUndang-undang iHukum iPerdata 

menyebutkan iorang iyang idibawah ipengampuan itidak icakap iuntuk 

melakukan iperbuatan ihukum. Apa iyang idimaksud dengan ipengampuan ? 

Pengampuani (curatele)i dapat idikatakan isebagai ilawan 

dari iPendewasaan i(handlichting). Karena iadanya ipengampuan, 

iseseorang yang isudah idewasa i(meerderjarig) ikarena ikeadaan-keadaan 

imental idan fisiknya idianggap itidak iatau ikurang isempurna, idiberi 

ikedudukan iyang sama idengan iseorang ianak iyang ibelum idewasa 

i(minderjarig).5 

Pengampuani adalah ikeadaan iseseorang i(curandus) ikarena isifat 

pribadinya idianggap itidak icakap iatau idi idalam isegala ihal itidak icakap 

bertindak isendiri i(pribadi) idalam ilalu ilintas ihukum. Atas idasar ihal iitu, 

orang itersebut idengan ikeputusan iHakim idimasukkan ike idalam 

igolongan iorang iyang itidak icakap ibertindak. Orang itersebut idiberi 

iwakil menurut iUndang-undang iyang idisebut iPengampu (curator). 

 
5 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 

(Personen en Familie-Recht), (Surabaya: Airlangga University Press, 1991) Hlm. 237. 

https://jurnalhukum.com/pendewasaan-handlichting/
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Menurut P.N.H. Simanjuntak, iPengampuan iadalah suatu idaya 

iupaya hukum iuntuk imenempatkan iseseorang iyang itelah idewasa 

imenjadi isama seperti iorang iyang ibelum idewasa. Setiapi orang idewasa, 

iyang iselalu berada idalam ikeadaan idungu, igila iatau imata igelap & 

ikarena iboros ditempatkan idi ibawah ipengampuan, isekalipun iia ikadang-

kadang icakap menggunakan pikirannya .” 

Berdasarkani pendapat iTitik iTriwulan iTutik, ilembaga ipengampuan 

ini isudah idikenal isejak izaman iRomawi. Dalam iundang-undang idua 

ibelas imeja idari izaman iitu, iorang iyang isakit iingatan i(Furiosus) idan 

ijuga iorang-orang ipemboros, iyang imenyalahgunakan ikecakapan 

berbuatnya iyang ikarena iperbuatannya idapat imembahayakan iharta 

kekayaannya, imaka ikepentingannya isendiri iada iorang ilain iyang 

mengaturnya, isehingga iharus iberada idi ibawah ipengampuan.6 

Dengan ialasan itertentu, iseseorang iyang isudah idewasa idisamakan 

kedudukannya idengan iseseorang iyang iminderjarig, ikarena iwalaupun 

sudah idewasa itetapi iorang itersebut idianggap itidak icakap ibertindak 

untuk imelakukan iperbuatan ihukum. iDalam ipasal i433 isampai idengan 

ipasal i462 iKUH iPerdata i(Burgerlijk iWetboek) ialasan iyang 

imengharuskan iseseorang iditaruh idi ibawah ipengampuan iadalah: 

a. Karenai keadaani dungui 

b. Karenai sakit iotak 

c. Mata igelap 

 
6  Irzan dan Albert Tanjung, Sketsa Hukum Keluarga Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: 

LPU-Unas, cet. ke-4, 2022) hlm. 585 
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d. Karena iborosi 

Balai iHarta iPeninggalan iyang ibertindak isebagai iPengampu 

Pengawasi (Toeziende iCurator) idalam ipengampuan iorang idewasa iyang 

berada idalam ikeadaan idungu, igangguan ikejiwaan, idan iboros. iMenurut 

pasal i449 iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata, setiap keputusan 

Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka 

pengangkatan pengampu harus segerai mungkin idiberitahukan ikepada 

iBalai Harta iPeninggalan iselaku iPengampu iPengawas. 

Anak-anak iyang ibelum idewasa itidak iboleh idimintakan 

pengampuan ikarena ia itetap idalam kekuasaan/ tanggungjawab iwalinya 

yang imasih ihidup. iOrang yang iditaruh idalam ipengampuan ikarena 

iboros ia itetap iberhak iuntuk imelakukan iperbuatan ihukum ‘seperti : 

membuat surat iwasiat, imengadakan iperkawinan. 

Dalam’ hal ikedudukan idan iperanan iBalai iHarta iPeninggalan 

sebagai ipengampu ipengawas iadalah isama idengan iperwalian ipengawas. 

Tugas iPengampuan iPengawas iberakhir iapabila iyang iditaruh idalam 

pengampuan isembuh iatau imeninggal. 

3. Suami – isteri  

Dalam kehidupan setiap orang telah dijodoh jodohkan oleh Sang 

Pencipta Alam Raya, dan jodoh setiap insan telah digariskan, walaupun 

demikian, pastinya setiap orang juga akan mencari jodohnya masing- 

masing hingga ke tahap pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sakral 

untuk kelangsungan hidup. Pernikahan juga menyatukan hubungan yang 
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erat bagi setiap keluarga. Kata Suami atapun Istri jika diartikan akan 

membuat kesadaran tersendiri dalam menjalankan peran, yakni suami 

ataupun istri. 

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Mahaesa.” 

4. Sakit Mental 

Mentali illness i(mental disorder), idisebut ijuga idengan igangguan 

mental iatau ijiwa, iadalah ikondisi kesehatan yang imemengaruhi 

ipemikiran, iperasaan, iperilaku, isuasana ihati, atau ikombinasi 

idiantaranya. Kondisi iini idapat iterjadi isesekali iatau iberlangsung idalam 

iwaktu iyang lama (kronis).7 Gangguan iini ibisa iringan ihingga iparah, 

iyang idapat memengaruhi ikemampuan iseseorang idalam imenjalani 

ikehidupan isehari-hari. Ini itermasuk imelakukan ikegiatan isosial, 

ipekerjaan, ihingga menjalani ihubungan idengan ikeluarga. 

Menurut data World Health Organization (WHO) pada 2016, terdapat 

sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta 

terkena skizofrenia, serta 4,5 juta orang terkena demensia. Sedangkan, di 

Indonesia perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa berdasarkan data 

hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dirilis oleh Kementerian 

 
   7 https://hellosehat.com/mental/penyakit-mental/ diakses pada tanggal 30 November 2022 

https://hellosehat.com/mental/penyakit-mental/
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Kesehatan RI mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi, dari 

84,9% penderita gangguan jiwa, hanya 48,9% saja yang minum obat secara 

rutin.8 

Meski irumit, igangguan ikesehatan imental itermasuk ipenyakit iyang 

dapat idiobati. iBahkan, isebagian ibesar ipenderita imental idisorder imasih 

dapat imenjalani ikehidupan isehari-hari iselayaknya iorang inormal. 

Namun, ipada ikondisi iyang ilebih iburuk, iseseorang imungkin iperlu 

mendapat iperawatan iintensif idi rumah sakit iuntuk imenangani 

ikondisinya. Tak jarang, ikondisi iini ipun idapat imemicu ihasrat iuntuk 

imenyakiti idiri sendiri iatau imengakhiri ikehidupannya. Adapun 

ipemerintah ijuga imemiliki itanggung Ijawab iterhadap orang yang 

memiliki gangguan ikejiwaan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 147 

ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

berbunyi: “Upaya penyembuhan ipenderita igangguan ikesehatan ijiwa 

imerupakan itanggung jawab iPemerintah, iPemerintah iDaerah, dan 

masyarakat.” 

5. Harta Bersama 

Harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Bab VII dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  tentang Perkawinan dan Ketentuan 

dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat padai pasal i35 iUndang-undang 

Nomor i1 iTahun i1974, iyang iberbunyi : 

 
  8https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4489084/penyandang-disabilitas-mental-di-

indonesia-terus-bertambah-apa-yang-terjadi Diakses pada tanggal 30 November 2022 

https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4489084/penyandang-disabilitas-mental-di-indonesia-terus-bertambah-apa-yang-terjadi
https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4489084/penyandang-disabilitas-mental-di-indonesia-terus-bertambah-apa-yang-terjadi
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1. Harta ibenda iyang idiperoleh iselama iperkawinan imenjadi iharta 

iBersama; 

2. Harta ibawaan idari imasing-masing isuami dan iistreri dan iharta 

ibenda yang idiperoleh imasing-masing isebagai ihadiah iatau iwarisan 

iadalah di ibawah ipenguasaan imasing-masing isepanjang ipara ipihak 

itidak menentukan ihal ilain.  

Dan ijuga ihartai ibersamai diatur idalami Instruksi iPresiden iNomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi iHukum iIslam iatau KHI idiatur idalam 

iPasal i85 isampai dengan iPasal i97 iKHI, iyang imenjelaskan bahwa iharta 

iperkawinan iterbagi iatas: 

1. Hartai bawaan isuami, iyaitu iharta iyang idibawa isuami isejak sebelum 

perkawinan; 

2. Harta ibawaan iisteri, yaitu iharta iyang idibawanya isejak isebelum 

perkawinan:i  

3. Hartai bersama isuami iistri, iyaitu iharta ibenda iyang idiperoleh selama 

perkawinan iyang imenjadiiharta bersama isuami isteri; 

4. Harta ihasil idari ihadiah, ihibah, iwaris, dan ishadaqah isuami, iyaitu 

harta iyang idiperolehnya isebagai ihadiah iatau iwarisan; 

5. Harta ihasil ihadiah, ihibah, iwaris, idan ishadaqah iistri, iyaitu iharta 

yang idiperolehnya isebagai ihadiah iatau iwarisan. 

Berdasarkan keterangan ipasal dalam iUndang-undang diatas bahwa 

ditentukannya iharta ibersama idalam perkawinan (gono-gini) adalah 

seluruh harta benda/kekayaan yang diperoleh selama periode 
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berlangsungnya perkawinan. Karena telah menjadi harta bersama maka 

suami dan isteri mempunyai ihak idan ikewajiban iyang isama iatas iharta 

itersebut idan segala itindakan ihukum iatas iharta itersebut iharus mendapat 

persetujuan dari kedua ibelah pihak (Suami & Istri). Hal ini ditinjau 

berdasarkan ipasal i36 iUndang-Undang iNomor i1 Tahun i1974 itentang 

iperkawinan, iyang berbunyii : 

1. Mengenaii harta iBersama, isuami iatau iisteri idapat ibertindak iatas 

persetujuan ikedua ibelah ipihak ; 

2. Mengenai iharta ibawaan imasing-masing isuami idan iisteri 

mempunyai ihak isepenuhnya iuntuk imelakukan iperbuatan ihukum 

mengenai iharta ibendanya. 

Apabila iterjadi perceraian imaka imasing-masing ipihak iisteri 

imaupun isuami berhak iatas separoh i(seperdua) idari iharta bersama. Harta 

bersama idapat iberupa ibenda iberwujud, benda itidak berwujud i(hak dan 

kewajiban), ibenda ibergerak, ibenda itidak ibergerak dan isurat-surat 

berharga. Ditentukan ijuga ibahwa iterdapat iharta yang tidak itermasuk 

iharta bersama idalam iperkawinan yaitu iharta kekayaan iyang idimiliki 

isebelum perkawinan (harta bawaan) serta imahar, warisan, ihibah yang 

didapat selama perkawinan. 

G.  Metode Penelitian 

1. iJenis iPenelitian  

Jenisi penelitian iyang idigunakan iadalah ihukum inormatif, yaitu 

cara meneliti yang menggabungkan dua ijenis ipenelitian ihukum, iyaitu 
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penelitian hukumi normatif iyang imengkaji idan imenganalisis idata-data 

kepustakaan seperti buku, jurnal, dan sejenisnya. 

2. Metode Pendekatan Masalah 

a. Pendekatan perundangan-undangan  

Pendekatan ini digunakan untuk memahami serta mendalami 

Undang-Undang, aturan dan regulasi terkait dengan penelitian.  

b. iPendekatan iKonseptual  

iPendekatan ikonseptual berdasarkan idari idoktrin-doktrin 

iyang berkembangi dalami iilmu pengetahuan ihukum dan 

keperdataan. Bertujuan untuk mencari kesesuaian antara isu hukum 

yang dibahas dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum dan keperdataan. 

3. Sumber Data 

Penyusunan penelitian sering kali diawali dengan pencarian dan 

ketersediaan bahan sebelumnya, kemudian diolah dan dianalisa yang 

berujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.9 Begitu 

juga ijenis idan isumber data iyang akan idigunakan idalam penyusunan 

penelitiani ini, yaitu : 

A. Data Primer  

iBahan-bahan ihukum iprimer adalah isemua iaturan ihukum iyang 

dibentuk idan iatau idibuat isecara iresmi oleh suatu lembaga inegara, dan 

atau ibadan-badan ipemerintahan, yang idemi tegaknya akan diupayakan 

 
9 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013) hlm. 157. 
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berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat 

negara. Dijelaskan secara rinci lebih lanjut, yang termasuk bahan-bahan 

hukum primer iini pertama-tama iadalah iseluruh iproduk badan ilegislatif, 

ialah produk ihukum iyang idisebut iundang-undang imulai idari iyang 

idisebut Undang-Undang iDasar dan iUndang-Undang iPokok, sampaii ke 

iyang dikatakan isebagai iUndang-undang iPelaksanaan. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

B. Data Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari 

beberapa dokumen yang menjelaskan beberapa hal sebagai pelengkap data 

penelitian yang mendukung ibahan ihukum iprimer iyang iterdiri idari 

ijurnal dan iartikel iilmiah, makalah, buku-buku, pendapat para ahli dan 

sebagainya yang dimana relevan dengan pemasalahan yang diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Studi Pustaka dilakukan dalam penelitian untuk menganalisa dan 

melakukan kajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum maupun 

kriminologi yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara 

luas. Sehingga, dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja seperti, Buku, 
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E-book, Jurnal, Makalah, Skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. iAnalisis iBahan iHukum 

iBahan ihukum yang diperoleh idalam ipenelitian iini imelalui istudi 

kepustakaan, Undang-Undang, jurnal ilmiah dan bahan non-hukum akan 

diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dengan data-data empiris yang 

telah didapatkan dan idisajikan idalam penelitian yang isistematis iguna 

menjawabi permasalahan iyang itelah idirumuskan. Analisis pembahasan 

akan idilakukan isecara kualitatif melalui data-data hukum yang telah 

didapatkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. 

H. Sistematis Penulisan 

Penyusunani skripsii inii akani dilakukan isecara isistematis agar 

memudahkan untuk dibaca dan dipahami isinya. Untuk itu, peneliti 

imenyusun iskripsi iini isebanyak ilima ibab idengan igaris ibesar sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang 

terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan.  
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BAB II   TINJAUAN KEWENANGAN SUAMI UNTUK MENJUAL  

                HARTA BERSAMA KARENA PENGAMPUAN  

Dalam bab  ini penulis akan menyampaikan pengertian terkait pengampuan, 

status pengampu dan perjanjian jual beli.  

BAB III   FAKTA YURIDIS SUAMI SEBAGAI PENGAMPU ISTRI  

                 YANG MENDERITA SAKIT MENTAL 

Dalam bab  ini penulis akan menyampaikan posisi kasus, tuntutan, dan amar 

putusan. 

BAB IV  ANALISIS YURIDIS SUAMI SEBAGAI PENGAMPU ATAS  

               ISTRI YANG MENDERITA SAKIT MENTAL 

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhksan hukuman serta hukuman yang telah dijatuhkan hakim 

dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak  pidana. 

   BAB iV  iPENUTUP 

   Babi inii berisii kesimpulani dani saran terkait dengan ipenelitian. 

 


